
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 268, 2020  KEUANGAN. PNBP. Tata Cara. Penetapan Tarif atas 

Jenis. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6584) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 69 TAHUN 2020   

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF ATAS JENIS  

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA 

PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA 

BUKAN PAJAK. 

 



2020, No. 268 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 

disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang 

pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat 

langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh 

negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar 

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam 

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara atau daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan 

bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam 

dan/atau di luar negeri. 

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan 

bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara. 
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5. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, 

atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung 

jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

6. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah 

pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan 

penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah. 

7. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan 

penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal 

dari perolehan lain yang sah. 

8. Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana 

Pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk 

tujuan tertentu. 

9. Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari 

Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan 

Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik 

Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan 

Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

11. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan 

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

atau peraturan perundang-undangan lain. 

12. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang 

menyelenggarakan pengelolaan PNBP. 

13. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 



2020, No. 268 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

 

BAB II 

OBJEK, JENIS, DAN TARIF ATAS JENIS PNBP 

 

Pasal 2 

(1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi 

sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah 

dinyatakan sebagai objek PNBP. 

(2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki kriteria: 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah; 

b. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara; 

c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau 

d. penetapan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

(1) Objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

meliputi: 

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam; 

b. Pelayanan; 

c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; 

d. Pengelolaan Barang Milik Negara; 

e. Pengelolaan Dana; dan 

f. Hak Negara Lainnya. 

(2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci 

menurut jenis. 

(3) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan: 

a. Undang-Undang;  

b. Peraturan Pemerintah; dan/atau 

c. Peraturan Menteri. 
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Pasal 4 

Tarif atas jenis PNBP berbentuk:  

a. tarif spesifik; dan/atau 

b. tarif ad valorem. 

Pasal 5 

(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan 

Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) huruf a diatur dengan Undang-Undang, 

kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah. 

(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan 

Menteri. 

(3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan 

Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-

Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham. 

(4) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan 

Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah 

dan/atau Peraturan Menteri. 

(5) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

(6) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara 

Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf f diatur dengan Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri. 

  

Pasal 6 

(1) Pengaturan tarif atas jenis PNBP dengan kontrak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

merupakan pengaturan tarif atas jenis PNBP yang berasal 

dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 


